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Sekapur Sirih

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, Tuhan 
Yang Maha Esa, atas penuntasan dan penerbitan 
buku seri panduan untuk kepolisian ini. Hanya 
atas anugerah Tuhan Yang Maha Agunglah produk 
pengetahuan yang sederhana ini bisa dihasilkan 
dengan baik.

Seri Panduan merupakan salah satu dari produk 
kerja-kerja SETARA Institute dalam melakukan 
riset dan advokasi kebijakan berkaitan dengan 
perwujudan masyarakat setara dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara Indonesia, khususnya pada 
area Kebebasan Beragama/Berkeyakinan. Dalam 
pandangan saya pribadi, panduan untuk kepolisian 
ini merupakan bentuk penegasan bahwa peranan 
kepolisian, baik aparat maupun kelembagaannya, 
memainkan peran signifikan dalam pemajuan 
kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia 
sebagai hak konstiitusional setiap warga negara.
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Konteks Pemilu sebagai salah satu arena bagi 
kerja-kerja kepolisian sengaja dipilih mengingat 
dalam setengah dekade terakhir SETARA mencatat 
bahwa politik elektoral merupakan salah satu lokus 
kritis yang mengganggu praktik dan pemajuan 
toleransi dan kebebasan beragama/beragama 
di Indonesia. Politisasi identitas berbasis SARA 
merupakan fenomena marak yang nyata-nyata 
merusak dan mengganggu harmoni sosial dan 
integrasi nasional. Selain itu politisasi identitas 
juga memviktimisasi kelompok minoritas berbasis 
SARA yang pada gilirannya merestriksi kesetaraan 
hak seluruh warga negara sebagaimana menjadi cita 
ideal Pancasila dan cita hukum UUD NRI tahun 
1945.

Kepolisian tentu memainkan peran signifikan 
dalam menangani persoalan politik identitas dalam 
Pilkada dan Pemilu, sekaligus untuk memulihkan 
situasi sosial yang terkoyak akibat politisasi identitas. 
Keseriusan kepolisian yang melembagakan Satgas 
Nusantara, sebuah satuan tugas khusus penanganan 
politisasi SARA dalam perhelatan elektoral, 
membutuhkan dukungan otentik seluruh pihak. Seri 
panduan ini tentu sejak awal dimaksudkan untuk hal 
itu.

Semoga buku kecil seri panduan ini dapat 
memberikan kontribusi bagi pemajuan toleransi 
dan kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia 
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melalui optimalisasi fungsi kepolisian dalam hajatan 
elektoral.

Terima kasih untuk seluruh pihak atas dukungan 
dan kontribusi dalam memungkinkan adanya Seri 
Panduan ini. Semoga Tuhan memberkati seluruh 
kerja-kerja kita untuk Indonesia dan kemanusiaan 
yang terus semakin baik. 

Jakarta, Agustus 2019

H E N D A R D I
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BAB 1
Pendahuluan

A. Latar Belakang

Negara dengan masyarakat yang majemuk, 
seperti halnya Indonesia, pada dasarnya memiliki 
potensi yang besar untuk terjadinya konflik horizontal 
berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan 
(SARA), terutama pada masa Pemilihan Umum yang 
berakibat buruk bagi integrasi dan keberagaman 
negara Indonesia. 

Menggunakan isu SARA dalam politik menjadi 
gaya atau strategi lama yang tetap diminati oleh 
kelompok-kelompok tertentu sampai sekarang. 
Dengan cara ini, masyarakat akan dibelah sesuai 
latarbelakang Suku, Ras, Agama, atau Golongan 
masing-masing. Dengan demikian, alokasi suara 
pemilih dapat dipastikan kepada siapa dalam Pemilu 
dan Pilkada. Untuk menurunkan kredibilitas lawan 
politik, Ujaran Kebencian yang dilakukan melalui 
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kampanye atau hasutan berbasis SARA juga menjadi 
obat mujarab ketimbang mengadu ide atau konsep.

Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 membuka mata 
kita bersama bahwa politisasi isu SARA melalui 
Hate Speech dan Diskriminasi dapat terbuka lebar 
dalam setiap gelaran pesta demokrasi. Politisasi 
berlatarbelakang SARA dikhawatirkan merusak 
bukan saja demokrasi, melainkan juga memecah belah 
keutuhan bangsa.1 Politisasi SARA mengakibatkan 
iklim demokrasi menjadi tidak kondusif, bahkan 
sampai beberapa waktu pascapilkada, efek konflik 
Pilkada DKI tersebut masih terasa.

Hate Speech dan Diskriminasi berbasis SARA 
bukan hanya ancaman bagi terciptanya Pemilu yang 
aman, damai, dan jujur, tetapi turut mengancam 
kebebasan beragama di Indonesia. Sejalan dengan 
hal tersebut, laporan pemantauan Setara Institute dan 
organisasi masyarakat sipil lainnya menunjukkan 
bahwa tingkat intoleransi, baik di masyarakat maupun 
di tubuh negara melalui aparat negara semakin 
menguat, sementara toleransi semakin melemah.2 

1 	 Hendardi, Pilkada Tanpa SARA, Opini Media 
Indonesia, 06/02/2018. Lihat http://www.mediaindonesia.com/
read/detail/144001-pilkada-tanpa-sara

2	 Ismail Hasani, dkk, 2011, Dokumen Kebijakan 
Penghapusan Diskriminasi Agama/Keyakinan, Jakarta: Pustaka 
Masyarakat Setara, Hlm.1
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Menjelang gelaran Pilkada dan Pemilu, intensitas 
tersebut akan   meningkat, dan berimplikasi negatif 
terhadap keberlangsung demokrasi Indonesia. 
Potensi-potensi konflik dan disintegrasi harus sedini 
mungkin diantisipasi. Jika tidak ditangani secara 
cermat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka konflik-konflik yang 
disebabkan politisasi SARA dalam Pemilihan Umum 
ini berpotensi meluas dan mengarah kepada konflik 
berdarah.

Upaya-upaya meningkatkan kesetaraan dan 
mendorong anti-diskriminasi –dan pelarangan 
tindak kejahatan kebencian (hate crime)– akan lebih 
efektif daripada aturan yang melarang penghinaan 
terhadap agama. Penghinaan terhadap agama tidak 
dapat dimusnahkan, namun dapat disingkirkan dari 
arus utama politik dengan menerapkan pluralisme 
asertif yang menggabungkan mekanisme hukum, 
kepemimpinan politik, aktivisme kewargaan, dan 
kerja sama media.

Dengan mengamati potensi konflik tersebut, 
Setara Institute menyambut baik pembentukan 
Satuan Tugas (Satgas) Nusantara oleh Polri guna 
mengatasi gejolak yang timbul pada tahun politik, 
serta mendinginkan tensi politik pada tahun politik. 

Untuk menjaga stabilitas tahun politik, Setara 
Institute kemudian mengambil peran dengan 
membuat buku panduan untuk Kepolisian tentang 
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Penanganan Hate Speech dan Diskriminasi SARA 
guna mendorong Kemajuan Kebebasan Beragama 
dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, serta 
menciptakan Pemilu yang aman, damai, dan jujur. 

Kehadiran panduan ini sebagai bentuk 
dukungan Setara Institute kepada Penyelenggara 
Pemilu serta aparat keamanan dalam menyukseskan 
gelaran Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala 
Daerah. Masyarakat Indonesia harus bahu-membahu 
dalam mewujudkan pesta demokrasi yang damai, 
bermartabat, dan bersih dari Politisasi SARA.

B. Dasar Hukum

Panduan ini disusun dan mengacu kepada aturan 
perundang-undangan sebagai berikut:

1.	 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945

2.	 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 
Tentang Hak Asasi Manusia,

3.	 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan 
International Covenant On Economic, 
Social And Cultural Rights (Kovenan 
Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, 
Sosial Dan Budaya)

4.	 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan 
International Covenant On Civil And 
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Political Rights (Kovenan Internasional 
Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

5.	 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan 
Diskriminasi Ras Dan Etnis

6.	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara 
Pemilihan Umum3

7.	 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan 
Konflik Sosial 

8.	 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

3  	 Undang-Undang No.15 Tahun 2011 ini mengamanatkan 
bahwa upaya menciptakan Pemilu dan Pilkada bersih dari SARA 
juga berasal dari internal penyelenggara Pemilu, bukan hanya 
dari masyarakat ataupun aktor-aktor politik. Hal demikian 
terlihat dalam beberapa pasal yang relevan dalam menciptakan 
penyelenggaran Pemilu yang bersih dari unsur SARA. Lebih 
lanjut, Undang-Undang ini juga mengamanatkan bahwa Bawaslu, 
dari Pusat sampai dengan Kecamatan, serta Pengawas Pemilu 
Lapangan berkewajiban bersikap tidak diskriminatif dalam 
menjalankan tugas dan wewenangnya (Lihat Pasal 74 huruf a, 
pasal 76 huruf a, pasal 78 huruf a, pasal 80 huruf a, dan pasal 82 
huruf a).
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9.	 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 
Umum

10.	 Surat Edaran Kapolri bernomor SE/6/X/2015 
tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate 
Speech).

11.	 Peranturan Komisi Pemilihan Umum 
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 
Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota

12.	 Peraturan Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia  Nomor 1 Tahun 2009 
Tentang Penggunaan Dalam Kekuatan 
Tindakan Kepolisian

13.	 Peraturan Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia  Nomor 3 Tahun 2009 
Tentang Sistem Operasional Kepolisian 
Republik Indonesia

14.	 Peraturan Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia  Nomor 8 Tahun 2009 
Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar 
Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan 
Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

15.	 Peraturan Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia  Nomor 9 Tahun 2011 
Tentang Manajemen Operasi Kepolisian.  
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C. Catatan atas Penanganan Kasus SARA

Penanganan kasus-kasus diskriminasi 
dan intoleransi berbasis SARA telah dilakukan 
semaksimal mungkin oleh pihak Kepolisian. 
Namun, bukan berarti penanganan tersebut tidak 
menyisakan pekerjaan rumah serta memerlukan 
evaluasi lebih. Kasus-kasus yang berbasis SARA, baik 
berupa diskriminasi maupun tindakan intoleran, 
masih menjadi bentuk-bentuk pelanggaran yang 
mendominasi. Laporan pemantauan Setara Institute 
dan organisasi masyarakat sipil lainnya menunjukkan 
tingkat intoleransi, baik di masyarakat maupun 
di tubuh negara, melalui aparat negara, semakin 
menguat. Sementara, toleransi semakin melemah.4 
Dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, peristiwa 
pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang 
terdokumentasikan oleh Setara Institute berada pada 
tren yang tinggi. Berikut penyajiannya dalam bentuk 
tabel:5 

4 	 Ismail Hasani, dkk, Loc.cit.
5	 Ibid. Lihat juga Halili, 2016, Supremasi Intoleran: 

Laporan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan dan Minoritas 
Keagamaan di Indonesia tahun 2016, Jakarta: Pustaka Masyarakat 
Setara, Hlm.555
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Tabel 1
Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 

dalam 10 Tahun

No Tahun Peristiwa Tindakan
1 2007 135 185
2 2008 265 367
3 2009 200 291
4 2010 216 286
 5 2011 244 299
 6 2012 264 371
7 2013 222 294
8 2014 134 177
9 2015 197 236
10 2016 208 270

Sumber: Setara Institute

Peningkatan peristiwa dan tindakan tersebut 
harus dicermati secara serius oleh para pemangku 
kepentingan, khususnya mereka yang terpilih dalam 
Pemilu dan Pilkada. Pada tahun 2015, Setara Institute 
sudah mengingatkan kepada pemerintah dan semua 
pihak bahwa penurunan angka peristiwa dan 
tindakan pada tahun 2014 hanyalah gejala temporer 
yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan 
Pilpres, dimana pemerintah memobilisasi seluruh 
sumber daya berupa aparatur pemerintahan dan 
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anggaran, agar Pemilu 2014 khususnya, sebagai 
Pemilu terakhir era pemerintahan Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) tidak terciderai. Setiap potensi  
kejadian gangguan sosial dan keamanan, termasuk 
yang bernuansa keagamaan, ditekan sedemikian 
rupa.6

Pada tahun 2016, dari total 270 bentuk tindakan 
pelanggaran, 140 tindakan melibatkan para 
penyelenggaran negara sebagai aktor. Dua institusi 
pemerintah yang menjadi aktor negara dengan 
pelanggaran terbanyak adalah Kepolisian (37) dan 
Pemerintah Daerah/Kota (35).7 Adapun yang menjadi 
bentuk tindakan pelanggaran dari Kepolisian dan 
Pemerintah Daerah/Kota, sebagai berikut.

Tabel 2
Bentuk Tindakan Pelanggaran oleh Kepolisian

No Tindakan Kepolisian Jumlah
1 Pembiaran 16
2 Kriminalisasi Keyakinan 4

6	  Ibid., Halili, Hlm. 35.
7	  Ibid., Halili, Hlm. 42. Pada buku ini, diidentifikasi 

terdapat delapan belas (18) institusi negara yang melakukan 
pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Terjadi 
penambahan satu institusi dari tahun 2015, yang berjumlah 17 
institusi negara.  
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3 Penyesatan 3
4 Pemaksaan Keyakinan 3

 5
Penangkapan dan Penahanan 
Sewenang-wenang 2

6 Condoning 2
7 Pemindahan Paksa 1
8 Diskriminasi 1
9 Intoleransi 1
10 Penersangkaan Penodaan Agama 1
11 Pelarangan Kegiatan Diskusi 1
12 Pembatasan Kebebasan Berekspresi 1
13 Pemaksaan Menjalankan Ibadah 1

Total 37

Sumber: Setara Institute

Data-data diatas, mencerminkan bahwa 
penanganan kasus diskriminasi dan intoleransi 
berbasis SARA membutuhkan perhatian yang serius. 
Maka, panduan ini juga hadir untuk membantu pihak 
Kepolisian dalam mempermudah antisipasi serta 
penanganan kasus-kasus diskriminasi dan intoleransi 
ini.

D. Urgensi Pembuatan Panduan

Politik SARA dan politik identitas merujuk 
pada upaya-upaya propaganda, penyesatan 
opini, dan penggiringan pilihan politik atas dasar 
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sentimen etnis, agama, dan ideologi tanpa fakta, 
menegasikan faktor integritas, kapabilitas, dan 
penilaian objektifitas kinerja. Dalam konteks ini, isu 
SARA seringkali menjadi amunisi destruktif dalam 
kampanye-kampanye hitam pada masa Pemilihan 
Umum. Memainkan unsur SARA dalam perpolitikan, 
berakibat kepada beberapa hal yang bersifat negatif 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat 
tiga akibat jika membiarkan diskriminasi SARA dan 
Ujaran Kebencian memasuki ruang politik praktis.

1.	 Disintegrasi Nasional

Politik berbasis SARA akan mempolakan –
dalam bahasa yang cukup ekstrem, masyarakat 
terpecah– struktur masyarakat sesuai dengan 
latarbelakang mereka masing-masing, yaitu 
sesuai Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan. 
Konflik-konflik akan lahir dan berpotensi 
sampai kepada korban jiwa, lantaran yang dibela 
bukan lagi sebatas calon yang akan mereka pilih, 
tetapi Suku, Agama, Ras, atau Kelompok mereka 
masing-masing.

Dalam hal ini, kehidupan tataran kehidupan 
berbangsa tidak lagi berbentuk “kita”, tetapi 
“saya dan anda”. Polarisasi semacam ini tentu 
bertentangan dengan semangat Bhinneka 
Tunggal Ika yang menjadi salah satu pilar 
kebangsaan Indonesia.
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2.	 Melahirkan Kebencian Kepada Kelompok 
Lain

Mengapa kampanye rasial dan etnik maupun 
intoleransi dan diskriminasi atas dasar agama atau 
keyakinan itu dilarang secara moral, politik, dan 
hukum? Kampanye dan hasutan atau propaganda 
itu bukan saja dapat mengumbar perbedaan dan 
sentimen yang berlebihan, melainkan juga dapat 
membangkitkan kebencian antara satu golongan 
terhadap golongan lainnya. Propaganda seperti 
ini dapat membawa seseorang atau sekelompok 
kepada pikiran ekstrem terhadap orang atau 
kelompok lain.8

Jika suatu golongan menyemburkan ujaran 
kebencian sebagai bentuk propagandanya, 
golongan lain menjadi target yang tak disukai atau 
dibenci. Kebencian yang dibangkit-bangkitkan 
ini lambat laun membara dan mengarah jadi 
tindak kejahatan. Jika itu meluas, sulit dihindari 
dari serangkaian tindakan destruktif, seperti 
perusakan dan kurusuhan. Puncak kejahatan 
yang didasari hasutan kebencian dan rangkaian 
tindakan yang bersumber dari pikiran ekstrem 
itu ialah kejahatan pemusnahan suatu golongan, 
yang disebut kejahatan genosida (genocide).9

8	  Hendardi., Op Cit.
9	  Ibid.
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3.	 Menurunkan Kualitas Demokrasi

Apa yang terjadi selama proses Pemilu dan 
Pilkada, dapat menjadi gambaran mengenai 
keadaan demokrasi di suatu negara. Pemilu dan 
Pilkada yang tidak disuguhi dengan pertarungan 
politik berbasis ide dan gagasan, namun unsur 
SARA, berpotensi mencipakan instabilitas politik 
dan disintegrasi nasional. Ouput dari fenomena 
ini adalah demokrasi kita yang tidak berkualitas, 
serta berpotensi menimbulkan apatisme politik 
masyarakat dan menurunkan angka partisipasi 
masyarakat dalam pemilihan. 

E. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Naskah ini disusun sebagai panduan bagi 
Polri dan Penyelenggara Pemilu agar turut serta 
dalam mendorong kemajuan kebebasan beragama, 
serta menciptakan Pemilu dan Pilkada yang bersih 
dari politisasi dan diskriminasi berbasis SARA. 
Sehingga pesta demokrasi benar-benar dipahami dan 
dilaksanakan sebagai pesta rakyat yang integratif.  
Membawa SARA dalam bentuk politisasi dan 
diskriminasi, artinya mengundang konflik kedalam 
Pemilu dan Pilkada.

Panduan ini disusun untuk memudahkan 
Polri dan Penyelenggara Pemilu dalam mendorong 
kemajuan kebebasan beragama, serta menciptakan 
Pemilu dan Pilkada yang bersih dari politisasi dan 
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diskriminasi berbasis SARA, dengan memahami 
politisasi dan diskriminasi SARA, baik berdasarkan 
unsur-unsur, akibat yang ditimbulkan, pemetaan 
lokasi, dan penanganan.

Panduan ini membahas tentang bagaimana 
mendorong kemajuan kebebasan beragama dalam 
Pemilu, sehingga mampu menciptakan Pemilu dan 
Pilkada yang bersih dari politisasi dan diskriminasi 
berbasis SARA. Terdapat analisis dan alasan rasional 
mengapa pemilu dan pilkada Indonesia harus bersih 
dari politisasi dan diskriminasi SARA.[]
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BAB 2 
Ujaran Kebencian dan Diskriminasi 

Berbasis SARA 

“Mengapa kita perlu tau perihal ujaran kebencian 
dan diskriminasi berbasis SARA, terutama dalam 
pemilu? Jawabnya sederhana, karena kita cinta 

Indonesia. Dengan mengetahui, kita dapat 
mengantisipasi dua hal ini. Artinya, kita turut serta 

dalam upaya melindungi negara tercinta ini dari 
hal-hal yang berpotensi mengakibatkan disintegrasi 

nasional”

Selama tahun 2017, Polri telah menangani 3.325 
kasus kejahatan hate speech atau ujaran kebencian. 
Angka ini naik 44,99% dari tahun sebelumnya, 

yang berjumlah 1.829 kasus. Sebanyak 2.018 kasus 
diselesaikan Polri selama tahun 2017. Adapun 
tindak pidana hate speech yang paling banyak terjadi 
adalah kasus penghinaan, yaitu 1.657 kasus, atau 
naik 73,14% dibanding pada 2016.  Kemudian,  hate 
speech dengan kasus perbuatan tidak menyenangkan 
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sebanyak 1.224 kasus. Sedangkan hate speech dengan 
kasus pencemaran nama baik sebanyak 444 kasus.10 

Mengapa kampanye rasial dan etnik maupun 
intoleransi dan diskriminasi atas dasar agama atau 
keyakinan itu dilarang secara moral, politik, dan 
hukum? Kampanye dan hasutan atau propaganda 
itu bukan saja dapat mengumbar perbedaan dan 
sentimen yang berlebihan, melainkan juga dapat 
membangkitkan kebencian antara satu golongan 
terhadap golongan lainnya. Propaganda seperti ini 
dapat membawa seseorang atau sekelompok kepada 
pikiran ekstrim terhadap orang atau kelompok lain. 
Kebencian yang dibangkit-bangkitkan ini lambat 
laun membara dan mengarah jadi tindak kejahatan. 
Jika itu meluas, sulit dihindari dari serangkaian 
tindakan destruktif, seperti perusakan dan 
kurusuhan. Puncak kejahatan yang didasari hasutan 
kebencian dan rangkaian tindakan yang bersumber 
dari pikiran ekstrem itu ialah kejahatan pemusnahan 
suatu golongan, yang disebut kejahatan genosida 
(genocide).11 

10	  Detiknews, 29 Desember 2017. Lihat https://news.
detik.com/berita/d-3790973/selama-2017-polri-tangani-3325-
kasus-ujaran-kebencian. 

11	  Ibid.
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A. Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian atau hate speech merupakan 
pernyataan kebencian atau permusuhan adalah 
pernyataan yang meremehkan seseorang atau 
kelompok berdasarkan agama, ras, golongan atau 
orientasi seksual. Dalam hukum, pernyataan 
kebencian adalah setiap pernyataan, isyarat atau 
melakukan, menulis, atau tampilan yang karenanya 
dapat mendorong kekerasan atau tindakan 
merugikan terhadap atau oleh seorang individu atau 
kelompok yang dilindungi, atau karena meremehkan 
atau menakutkan seorang individu atau kelompok 
yang dilindungi. Individu yang dilindungi atau 
kelompok yang dilindungi berdasarkan ras, jenis 
kelamin, etnis, kebangsaan, agama, orientasi seksual, 
atau karakteristik lain.12

Konsep ujaran kebencian atau hate speech harus 
mencakup referensi khusus untuk istilah “hasutan 
untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau 
kekerasan” secara langsung dan eksplisit, ketimbang 
sekedar frasa “hasutan untuk kebencian” saja. 
Sehingga kata-kata kunci dalam hal ini  adalah:13

12	  The Indonesia Legal Resources Center (ILRC), 
Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan 
Ujaran Kebencian atas Dasar Agama, Jakarta: The Indonesia Legal 
Resources Center (ILRC), 2012. Hlm. 61.

13	  Seperti dikutip ILRC dari Threshold for the prohibition 
of incitement to discrimination, hostility or violence under article 
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a.	 Kata “kebencian (hatred)” adalah suatu 
keadaan pikiran/mental dicirikan sebagai 
“emosi intens dan irasional penghinaan, 
permusuhan, dan ketidaksukaan besar 
terhadap kelompok sasaran”.

b.	 Kata “diskriminasi” harus dipahami 
sebagai setiap pembedaan, pengecualian, 
pembatasan, atau preferensi berdasarkan ras, 
jenis kelamin, etnis, agama, atau keyakinan, 
cacat, usia, orientasi seksual, bahasa politik 
atau pendapat lainnya, asal nasional atau 
sosial, kebangsaan, kekayaan, kelahiran, 
warna kulit, atau status lainnya, yang 
memiliki tujuan atau efek meniadakan atau 
mengurangi pengakuan, penikmatan atau 
pelaksanaan, pada pijakan yang sama,hak 
asasi manusia dan kebebasan fundamental 
di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya 
atau lainnya kehidupan publik.

c.	 Kata “kekerasan” harus dipahami sebagai 
penggunaan sengaja kekuatan fisik atau 
kekuasaan terhadap orang lain, atau 
terhadap kelompok atau komunitas, 
yang baik menghasilkan atau memiliki 
kemungkinan tinggi untuk mengakibatkan 
cidera, kematian, penderitaan psikologis, 

20 of the ICCPR, Vienna, Februari 2010, hal. 7
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kegagalan melakukan pembangunan, atau 
pengurangan hak asasi lainnya.

d.	 Kata “permusuhan (hostility)” menyiratkan 
tindakan yang diwujudkan bukan hanya 
suatu keadaan pikiran/mental, tetapi 
menyiratkan suatu keadaan pikiran/mental 
yang ditindaklanjuti. Dalam hal ini, kata 
“permusuhan” dapat didefinisikan sebagai 
manifestasi dari kebencian yang merupakan 
manifestasi dari “emosi intens dan irasional 
penghinaan, permusuhan, dan kebencian 
terhadap kelompok sasaran”.

B.  Tindak Pidana Kebencian

Tindak pidana kebencian atau hate crime 
serupa namun tidak sama dengan konsep ujaran 
kebencian atau hate speech. Tindak pidana kebencian 
didefinisikan sebagai suatu kejahatan atau tindak 
pidana yang dimotivasi oleh suatu kebencian dasar 
kebangsaan, ras, agama, atau yang lainnya. Unsur dari 
hate crime adalah suatu kejahatan atau tindak pidana 
(bisa berupa pembunuhan, intimidasi, perusakan 
barang, serangan, dan sebagainya) dan suatu motif 
yang bias.14 

Jadi yang membedakan hate crime dengan 
kejahatan atau tindak pidana lainnya terletak pada 

14	 Ibid.
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motivasi pelaku (atas dasar kebencian berbasis agama, 
kepercayaan, ras, kebangsaan, kewarganegaraan, atau 
lainnya) dan kelompok sasaran yang menjadi korban 
semata-mata karena mereka merupakan anggota 
dari suatu kelompok agama atau keyakinan, ras, 
kebangsaan, kewarganegaraan, atau identitas tertentu 
lainnya.

C. Pelintiran Kebencian

	 Pelintiran kebencian adalah teknik politik 
pertikaian yang secara strategis memainkan hasutan 
dan keterhasutan, penghinaan dan ketersinggungan, 
secara strategis. Pelintiran kebencian mengeksploitasi 
kebebasan dalam demokrasi dengan memperkuat 
identitas-identitas kelompok sebagai sumber 
daya dalam aksi-aksi kolektif yang tujuannya 
tidak prodemokrasi.15 Agen pelintiran kebencian 
ini biasanya adalah bagian dari kelompok elite –
pemimpin organisasi politik atau agama, atau bahkan 
pejabat pemerintahan– yang diuntungkan dengan 
menyamarkan upaya mereka mencari kekuasaan di 
balik kedok sentimen populer berbasis agama.16 Ada 
banyak agen kebencian yang secara lihai memainkan 

15	  Cherian George, Pelintiran Kebencian: Rekayasa 
Ketersinggungan Agama dan Ancamannya Bagi Demokrasi, 
Penerjemah: Tim PUSAD Paramadina dan IIS UGM, Jakarta: 
PUSAD Yayasan Paramadina, 2017. Hlm. 7.

16	  Ibid.
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hasutan dan keterhasutan, bahkan seringkali secara 
bersamaan. Kata “spin” (pelintiran) mengilustrasikan 
kesewenang-wenangan kampanye mereka. Makna 
kontemporer sehari-harinya menunjukkan bahwa 
pelintiran kebencian adalah propaganda yang 
terkalkulasi dan menipu. Ini adalah fakta yang 
hilang dalam banyak interpretasi populer mengenai 
intoleransi agama. 

	 Pelintiran kebencian perlu dilawan guna 
melestarikan pilar kembar demokrasi: kebebasan 
(liberty), termasuk kebebasan berbagi gagasan-
gagasan provokatif; dan kesetaraan (equality), 
termasuk kapasitas untuk berpartisipasi dalam 
kehidupan publik, tanpa dihambat oleh diskriminasi 
atau intimidasi. Norma hak asasi manusia 
internasional mengharuskan negara melindungi 
masyarakat dari hasutan yang menyerukan 
diskriminasi dan kekerasan.17 

D. 	 Ujaran Kebencian dan Tindak Pidana 
Kebencian: Perbedaan dan Faktor Penyebab

Perbedaan antara Ujaran Kebencian dan Tindak 
Pidana Kebencian terletak pada unsur terjadinya 
suatu kejahatan atau tindak pidana. Tindak Pidana 
Kebencian hanya terjadi bila ada kejahatan atau 
tindak pidana. Sementara Ujaran Kebencian tidak 

17	  Ibid.
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memerlukan terjadinya suatu tindak pidana, cukup 
suatu ekspresi (secara verbal, tertulis, gambar, simbol, 
audio-visual, atau lewat medium maya seperti 
internet) yang merupakan advokasi kebencian 
yang membentuk suatu hasutan untuk melakukan 
diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.18 Ujaran 
Kebencian dan Tindak Pidana Kebencian terjadi 
karena beberapa faktor, seperti:19

a.	 Para pelaku melakukan kejahatan karena 
mungkin didasari oleh suatu alasan 
kebencian, kecemburuan, atau keinginan 
untuk diakui oleh kelompok sendiri dengan 
identitas yang sama;

b.	 Pelaku mungkin tidak memiliki perasaan 
tertentu tentang sasaran secara individual 
atas kejahatan yang dilakukannya, tetapi 
memiliki pikiran atau perasaan bermusuhan 
tentang suatu kelompok di mana individu 
korban menjadi anggotanya;

c.	 Pelaku mungkin merasa permusuhan 
kepada semua orang yang berada di luar 
kelompok di mana pelaku mengidentifi kasi 
dirinya sendiri;

d.	 Pada tingkat yang lebih abstrak, target 

18	  Panduan Pemolisian & Hak Berkeyakinan, Beragama 
dan Beribadah, Kontras, Jakarta

19	  The Indonesia Legal Resources Center (ILRC), Op.cit, 
hlm. 58.
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korban hanya mewakili suatu ide tertentu, 
seperti kelompok migran, yang dianggap 
pelaku sebagai musuh.

E. Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian

Dalam Surat Edaran Kapolri tentang Hate Speech, 
dapat diidentifikasi bentuk-bentuk ujaran kebencian 
sebagai berikut:

a.	 Penghinaan
b.	 Pencemaran nama baik
c.	 Penistaan
d.	 Perbuatan tidak menyenangkan
e.	 Provokasi
f.	 Menghasut
g.	 Penyebaran berita bohong atau hoaks.

Semua tindakan diatas, memiliki tujuan atau 
bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, 
penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

F. Aspek-aspek Ujaran Kebencian

Dalam Surat Edaran Kapolri mengenai 
Hate Speech dijelaskan bahwa ujaran kebencian 
sebagaimana dimaksud diatas (bentuk-bentuk 
Ujaran Kebencian), bertujuan untuk menghasut dan 
menyulut kebencian terhadap individu dan/atau 
kelompok masyarakat dalam pelbagai komunitas 
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yang dibedakan dalam beberapa aspek, yaitu:

a.	 Suku
b.	 Agama
c.	 Aliran Keagamaan
d.	 Keyakinan/Kepercayaan
e.	 Ras
f.	 Antargolongan
g.	 Warna Kulit
h.	 Etnis
i.	 Gender
j.	 Kaum Difabel (Cacat)
k.	 Orientasi Seksual

G. Siklus Ujaran Kebencian

	 Sumber: Komnas HAM
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H. Media Penyebaran Ujaran Kebencian

Penyebaran ujaran kebencian tidak hanya 
dari mulut ke mulut. Dalam Surat Edaran Kapolri 
mengenai Hate Speech, diidentifikasi penyebaran 
ujaran kebencian dapat dilakukan melalui:

a.	 Dalam orasi kegiatan kampanye
b.	 Spanduk atau banner
c.	 Jejaring media sosial
d.	 Penyampaian pendapat di muka umum 

(demonstrasi)
e.	 Ceramah keagamaan
f.	 Media massa, cetak maupun eletronik
g.	 Pamflet

I. 	 Catatan Kasus Ujaran Kebencian di Beberapa 
Daerah

Bekasi

Pada 12 Juni 2018, calon Wali Kota Petahana 
Bekasi Rahmat Efendi, diduga mengatakan 
ujaran kebencian terkait dengan Aksi Bela 
Islam 212 beberapa waktu lalu. Dugaan ujaran 
kebencian tersebut dilakukan oleh Rahmat 
Efendi saat memberikan sambutan di Angkatan 
Panca Marga. Saat itu dia mengatakan Aksi Bela 
Islam 212 itu adalah politik serakah.20 

20	 Lihat http://jakarta.bisnis.com/read/20180620/383/ 
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Medan

Polda Sumut menangani 18 kasus ujaran 
kebencian melalui media sosial sepanjang 
Januari hingga Mei 2018. Terdapat dua kasus 
yang menyita perhatian. Pertama, kasus ujaran 
kebencian yang melibatkan oknum dosen di 
Universitas Sumatera Utara (USU) berinisial 
HDL. Dia ditetapkan sebagai tersangka dan telah 
ditahan lantaran diduga mengunggah status 
yang berisi ujaran kebencian di akun Facebook-
nya. Salah satu statusnya ditulis pasca serangan 
bom bunuh diri di Surabaya, Ahad (13/5), 
yang berbunyi ‘Skenario Pengalihan yang 
Sempurna...#2019GantiPresiden’. Polisi menduga 
postingan ini berkaitan dengan rangkaian 
peristiwa bom tersebut dan sangat berpotensi 
memicu kebencian di antara sesama.21

Kedua, kasus   ujaran kebencian  melalui 
salah satu akun Facebook terhadap pasangan 
calon Gubernur Sumatera Utara yang diusung 
PDIP, yaitu Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus 
sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. 

807725/ javascript, lihat juga https://pilkada.jpnn.com/
news/ lecehkan-  alumni-212-cawalkot-rahmat-effendi-akan-
dilaporkan. 

21	 Republika, 2 Juni 2018. Lihat https://www.republika.
co.id/berita/nasional/daerah/18/06/02/p9ottt335-polda-sumut-
tangani-18-kasus-ujaran-kebencian-sepanjang-2018. 
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Ujaran kebencian ini dilakukan seseorang 
bernama Adri Batubara melalui akun facebook 
atas nama Coki Batubara. Setelah dilakukan 
pemeriksaan terhadap handphone miliknya 
yang berjenis Samsung Galaxy J5 warna 
hitam, polisi menemukan akun facebook Coki 
Batubara terlogin di handphone tersebut. Dari 
tangkap foto (capture) Facebook Adri Batubara 
itu terlihat status yang dibuatnya sebagai dasar 
penangkapan polisi. Dalam status Adri tertulis, 
“Kita tenggelamkan sampai 3x PDIP di Pilgub 
Sumut. Tiada maaf bagimu yang membela 
Ahok si penista Agama dan memusuhi Ulama.” 
Di akhir statusnya Adri menulis tanda pagar 
#setuju.22

Sulawesi Selatan 

Laporan dugaan  ujaran kebencian  terkait 
pilkada yang ditangani Dit Reskrimsus 
Polda Sulsel hingga saat ini sudah berjumlah tiga 
laporan. Satu diantaranya sudah ditingkatkan ke 
tahap penyidikan hingga telah ditetapkan status 
tersangka. Tersangka, MUG menggunakan 
akun facebook milik Ghofur Mun Farid anggota 
Polri yang bertugas di Polres Muko-muko, 

22	 Tempo.co, 23 Februari 2018. Lihat https://pilkada.
tempo.co/read/1063775/tulis-ujaran-kebencian-ke-pdip-di-
pilgub-sumut-pria-ini-dicokok
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Polda Bengkulu. Akun Ghofur dicaplok oleh 
tersangka melalui proses manipulasi kemudian 
menggunakannya untuk menyebarkan ujaran 
kebencian dalam grup facebook pilkada Sidrap 
2018.

Tersangka MUG mengaku sengaja melakukan 
ujaran kebencian menyerang salah satu kandidat 
paslon dalam pilkada  melalui  facebook karena 
ia merupakan pendukung dari rival paslon 
yang diserangnya tersebut. Salah satu ujaran 
kebencian yang disebar oleh tersangka dalam 
grup  facebook  pilkada Sidrap  2018 yakni 
menjelek-jelekkan salah satu paslon bupati 
dengan menyebutnya sebagai istri koruptor 
serta paslon yang dimaksud berusaha menarik 
simpatik tokoh masyarakat dengan nilai Rp 100 
juta per orang.23[]

23	 Liputan 6, 13 Maret 2018. Lihat https://www.liputan6.
com/pilkada/read/3369479/laporan-ujaran-kebencian-warnai-
pilkada-di-sulsel. 
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BAB 3
Pencegahan dan Penanganan 

Politisasi dan Diskriminasi Berbasis 
SARA dalam Pemilu

Bab ini berisi penjelasan mengenai eskalasi 
konflik, yang berguna sebagai pemahaman 
awal dalam proses pemetaan wilayah dan 

pemahaman atas konflik, kemudian disusun langkah-
langkah yang dianggap perlu diambil oleh Kepolisian 
dalam rangka mengamankan Pemilu dan Pilkada dari 
konflik berbasis Politisasi dan diskriminasi SARA. 
Tindakan yang diambil dibedakan berdasarkan 
kondisi waktu, yaitu di waktu pra (preventif), 
diwaktu kejadian, dan pasca. Kemudian, masing-
masing waktu dibedakan berdasarkan kondisi, yaitu 
tindakan dalam keadaan aman dan rawan (terdapat 
indikator kondisi).

A. Memahami Eskalasi Konflik

Konflik meliputi pelbagai sikap dan tindakan 
yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, 
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sosial, atau lingkungan sekitarnya. Kerugian tidak 
hanya terletak pada harta benda, tetapi juga bisa 
mengarah pada penghilangan nyawa orang lain.24 
Bila tidak ditangani dengan benar, volume konflik 
dapat bertransformasi menjadi gangguan stabilitas 
nasional. Berikut anatomi peristiwa konflik:

1. Latent Conflict

Setiap daerah/wilayah memiliki potensi konflik 
yang sama dengan daerah/wilayah lainnya. 
Namun, yang membedakan adalah latarbelakang 
kemunculan konflik tersebut.

2. Emergence Conflict

Konflik akan muncul apabila sudah terjadi 
perbedaan pendapat atau opini pada sebagian 
kelompok masyarakat atau antar-individu.

3. Escalation Conflict

Gesekan antar-individu terjadi semakin 
meningkat, dan menuju pada jalan buntu.

24	 Christopher Mitchell, “Conflict, Social Change, and 
Conflict Resolution”, dalam Yosua Praditya Suratman, Taksonomi 
Konflik-Konflik Internal di Indonesia Sebagai Potensi Perang 
Proxy, Jurnal Pertahanan & Bela Negara, April 2017, Volume 7 
Nomor 1.
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4. Hurting/Stalemate

Merupakan tahapan paling tinggi, dimana 
kelompok memutuskan untuk bertikai 
dibandingkan mencari alternatif lain.

5. De-escalation/ Negotiation

Dinamika konflik menurun, ditandai oleh 
penurunan eskalasi konflik melalui pelbagai 
negosiasi yang dilakukan oleh pihak yang bertikai, 
baik secara langsung maupun difasilitasi.

6. Dispute Seattlement

Bagian awal penyiapan upaya perdamaian

7. Post-conflict/ Peace Building

Memulihkan hubungan masing-masing pihak 
yang berseteru. Tujuannya untuk menghindari 
konflik serupa antar-kelompok atau antar-
individu terulang kembali.25

25	 Louis Kriesberg, “De-escalation Stage”, dalam Yosua 
Praditya Suratman, Taksonomi Konflik-Konflik Internal di 
Indonesia Sebagai Potensi Perang Proxy. Lihat juga https://www.
colorado.edu/conflict/peace/example/kries7527.htm atau https://
www.beyondintractability.org/essay/de-escalation_stage.
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B. Intervensi dan Peran Kepolisian  

Sebagai persoalan sosial, intervensi yang 
dilakukan kepolisian bertujuan untuk membantu 
masyarakat yang terlibat konflik agar dapat 
menyelesaikan persoalan dengan damai. Dalam 
konteks perlindungan terhadap kebebasan beragama 
dan penanganan konflik beragama, salah satu tugas 
kepolisian adalah menjamin keamanan warga 
negara, termasuk ketika warga negara menjalankan 
hak untuk bebas beragama. Kemudian juga untuk 
menjaga ketertiban sosial, yang antara lain berbentuk 
penyelesaian berbagai macam konflik, termasuk 
konflik yang mengatasnamakan agama, secara 
damai.26

Peranan kepolisian di bidang kebebasan 
beragama meliputi empat aspek.27

a.	 Preemptif, yaitu membina masyarakat 
supaya pengetahuan, kesadaran, dan 
ketaatan mereka terhadap hukum 
meningkat. Dalam praktiknya, upaya ini 

26	 Samsu Rizal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi, Polisi, 
Masyarakat dan Konflik Keagamaan di Indonesia, Jakarta: 
Yayasan Wakaf Paramadina, 2011, Hlm. 15.

27	 Irjenpol Suprapto (Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu 
Kepolisian), dalam Samsu Rizal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi, 
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dilakukan dengan mendekati para pemuka 
agama supaya mereka turut membantu 
terciptanya suasana damai diantara 
masyarakat atau pengikutnya.

b.	 Preventif atau pencegahan, dalam hal 
ini Polri melindungi keselamatan jiwa, 
harta benda, masyarakt, dan lingkungan 
hidup dari gangguan ketertiban dengan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia.

c.	 Penegakan Hukum, hal ini dilakukan ketika 
telah terjadi tindak pidana. Namun, yang 
terpenting sebelum penegakan hukum ini 
adalah aspek pencegahan dan penyelesaian 
damainya.

d.	 Pengawasan, yaitu mengawasi aliran yang 
dapat menimbulkan perpecahan atau 
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. 
Pengawasan ini bersifat  administratif, 
seperti pendataan untuk kepentingan 
pembinaan sesuai dengan upaya preemtif 
yang dilakukan Polri.  

C. Tindakan Pada Masa Pra-Pemilu: Upaya 
Preventif 

Kondisi Aman

Suatu daerah/wilayah dapat dikatakan aman 
menjelang Pemilu apabila:

•	 Riwayat konflik antar-beragama, ras, suku, 
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atau golongan jarang atau tidak pernah 
terjadi.

•	 Intensitas konflik antar-kelompok 
masyarakat sangat rendah

•	 Komunikasi antar-masyarakat berlangsung 
baik, serta adanya semacam ruang dialog 
lintas agama.

•	 Antar-umat beragama hidup rukun dan 
damai

•	 Hubungan pemerintah-masyarakat dan 
antar-masyarakat berjalan harmonis.

Dengan kondisi daerah/wilayah yang aman, 
maka tindakan-tindakan  yang harus dilakukan 
adalah:

a)	 Pemetaan kondisi demografi wilayah guna 
pemahaman wilayah dan konflik (big data). 
Adapun yang perlu dilakukan pemetaan: 

•	 Perbandingan jumlah pemeluk antar-
agama dan kepercayaan,  

•	 Organisasi-organisasi kemasyarakatan 
atau pemuda,

•	 Menginventarisir konflik-konflik yang 
sering terjadi, beserta aktor, lokasi dan 
sebab-akibatnya,

•	 Tokoh masyarakat, tokoh agama, 
golongan berpendidikan, atau opinion 
leader

b)	 Bersama penyelenggara pemilu, turut 
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memfasilitasi deklarasi Pemilu aman, damai, 
dan jujur.

c)	 Merawat kerukunan dan mengembangkan 
sikap toleransi antar-masyarakat.

d)	 Merangkul dan membangun komunikasi 
dengan penyelenggara Pemilu, tokoh 
masyarakat, dan ormas.

e)	 Aktif di media sosial untuk memantau 
dinamika masyarakat diruang maya.

f)	 Membangun narasi-narasi damai di media 
sosial maupun diruang publik bersama 
penyelenggara pemilu, ormas, dan tokoh 
masyarakat.

g)	 Memfasilitasi secara berkala (minimal 
1 kali dalam 3 bulan) dialog lintas agama/
kepercayaan. Jika memungkinkan, mem-
bangun jaringan komunikasi, seperti Forum 
Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

h)	 Rutin atau secara berkala mengadakan 
sosialisasi bersama penyelenggaran Pemilu 
mengenai Pemilu yang damai dan tertib. 
Jika memungkinkan, melakukan kampanye 
dan deklarasi Pemilu damai dan tertib.

i)	 Rutin atau secara berkala mengadakan 
dialog partisipatif bersama masyarakat 
dengan materi:
•	 Informasi gangguan kamtibmas
•	 Potensi-potensi konflik horizontal
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•	 Informasi intelijen terkini
•	 Hubungan dan komunikasi antar-

pemeluk agama

Kondisi Rawan

Suatu daerah/wilayah dikatakan rawan 
menjelang Pemilu apabila:

•	 Riwayat konflik antar-beragama, ras, suku, 
atau golongan sering terjadi. 

•	 Intensitas konflik antar-kelompok 
masyarakat kuat.

•	 Politik identitas atau politik aliran kuat 
•	 Komunikasi antar-masyarakat tidak begitu 

baik, akibatnya konflik mudah tersulut. 
•	 Tidak terdapat ruang dialog lintas agama.
•	 Hubungan pemerintah-masyarakat dan 

antar-masyarakat berjalan kurang harmonis.
•	 Terdapat ormas-ormas yang sering main 

hakim sendiri
•	 Terdapat kebijakan atau aturan diskriminatif
•	 Dengan kondisi daerah/wilayah yang 

rawan, maka tindakan-tindakan  yang harus 
dilakukan adalah:
a.	 Membangun sistem deteksi dini
b.	 Pemetaan kondisi demografi wilayah 

(big data): 
•	 Perbandingan jumlah pemeluk 

antar-agama dan kepercayaan,  
•	 Organisasi-organisasi kemasyara-
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katan atau pemuda,
•	 Menginventarisir konflik-konflik 

yang sering terjadi, beserta aktor, 
lokasi dan sebab-akibatnya,

•	 Tokoh masyarakat, tokoh agaman, 
golongan berpendidikan, atau 
opinion leader

c.	 Memastikan Netralitas dan Profesionalitas 
Aparat Kepolisian

d.	 Memastikan anggota Kepolisian yang 
bertugas memahami persoalan Hate 
Speech dan Diskriminasi SARA, sehingga 
tidak memunculkan potensi kriminalisasi. 
Pemahaman tersebut berguna agar aparat 
mampu memisahkan antara tindakan ujaran 
kebencian dengan kebebasan berekspresi.

e.	 Membuka ruang pelaporan dari masyarakat 
jika melihat atau mengetahui kasus-kasus 
yang berpotensi menjadi cikal bakal konflik.

f.	 Melakukan koordinasi dengan 
penyelenggaran Pemilu untuk memantau 
alat peraga kampanye atau kegiatan-kegiatan 
kampanye agar bersih dari politisasi dan 
diskriminasi SARA.

g.	 Gencar membangun komunikasi dan 
sharing dengan organisasi kemasyarakatan, 
organisasi pemuda, tokoh masyarakat, dan 
golongan berpendidikan.

h.	 Memfasilitasi dialog secara berkala (minimal 
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1 kali 2 bulan) lintas agama/kepercayaan 
dan membangun jaringan komunikasi 
seperti Forum Kerukunan Umat Beragama 
(FKUB).

i.	 Pemantauan rutin atau berkala terhadap 
media sosial:
•	 Aktif di media sosial,
•	 Membangun narasi-narasi damai dan 

konstruktif di media sosial,
•	 Bergabung kedalam grup-grup yang 

berkaitan dengan daerah bersangkutan, 
misalnya di Facebook.

•	 Jika terdapat suatu hal yang berpotensi 
mengakibatkan konflik, misalnya 
status salah seorang masyarakat di 
media sosial yang mengandung ujaran 
kebencian, pelintiran kebencian, 
ataupun diskriminasi berbasis SARA, 
screenshoot atau capture temuan 
tersebut.

•	 Komunikasikan secara baik-baik 
terhadap akun yang bersangkutan, 
misalnya dengan cara melakukan 
chattingan pribadi, dan menyarankan 
agar status tersebut dihapus. Jika sudah 
ada yang membaca dan memberi 
komentar, sertakan klarifikasi dan 
permintaan maaf kepada orang-
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perorang atau golongan yang dimaksud. 
•	 Jika tidak berhasil, komunikasikan 

kepada tokoh masyarakat perihal 
temuan tersebut. Kemudian lakukan 
pertemuan bersama tokoh masyarakat 
dan pemilik akun yang bersangkutan 
untuk membahas persoalan tersebut 
secara baik-baik, tanpa menimbulkan 
konflik.

•	 Jika gagal, langkah terakhir adalah 
menyerahkan kepada proses hukum.

j.	 Melakukan pemantauan rutin atau berkala 
mengenai kondisi kerukunan umat 
beragama, kemudian menangkap gejala-
gejala yang berpotensi menimbulkan 
konflik.

k.	 Membangun kerjasama dengan tokoh 
agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda 
dan akademisi untuk optimalisasi tindakan 
represif atas pelanggaran politisasi dan 
diskriminasi SARA.

l.	 Menyebar aparat-aparat ke lokasi-lokasi 
yang rawan konflik antar-kelompok 
masyarakat.
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D. Tindakan Pada masa Pemilu dan Pilkada 
berlangsung

Kondisi Aman

Suatu daerah/wilayah dikatakan aman 
ketika Pemilu berlangsung apabila:

•	 Kampanye berbasis politik identitas jarang 
terjadi. 

•	 Selama masa kampanye atau pra-Pemilu, 
tidak terjadi konflik atau gesekan antar-
kelompok masyarakat, khususnya  yang 
dilatarbelakangi Pemilu.

•	 Sosialisasi oleh penyelenggara Pemilu 
dan aparat keamanan berjalan lancar 
dan diterapkan oleh peserta Pemilu atau 
masyarakat.

•	 Komunikasi antar-masyarakat berjalan baik, 
sehingga dapat meminimalisir konflik. 

•	 Kalau pun terjadi konflik, dapat terselesaikan 
bersama tokoh masyarakat. atau, jika 
berkaitan dengan SARA, dapat diselesaikan 
dalam ruang dialog lintas agama.

•	 Hubungan pemerintah-masyarakat dan 
antarkelompok masyarakat berjalan 
harmonis.

Dengan kondisi daerah/wilayah yang Aman, 
maka tindakan-tindakan  yang perlu dilakukan 
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adalah:

a.	 Membuka posko pengaduan untuk 
masyarakat.

b.	 Memantau media sosial
c.	 Membangun komunikasi yang intens 

dengan penyelenggara Pemilu dan 
tokoh masyarakat dalam antisipasi dan 
penanganan permasalahan.

d.	 Menyebar aparat kepolisian dilokasi rawan 
konflik, guna pemantauan lebih lanjut.

e.	 Memperketat penjagaan atau pengamanan 
pada lokasi-lokasi yang menjadi tempat 
pencoblosan dan penghitungan suara. 

Kondisi Rawan

 Suatu daerah/wilayah dikatakan rawan 
ketika Pemilu berlangsung apabila:

•	 Kampanye berbasis politik identitas marak 
terjadi, sehingga mudah untuk diprovokasi. 

• 	 Selama masa kampanye atau pra-Pemilu, 
intensitas konflik atau gesekan antar-
kelompok masyarakat, khususnya  yang 
dilatarbelakangi SARA dan Pemilu sering 
terjadi.

•	 Komunikasi antar-masyarakat berjalan 
kurang baik, sehingga berpotensi 
menyuburkan konflik.

•	 Faksi-faksi antar kelompok masyarakat 
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menjelang Pemilu semakin kuat.
•	 Hubungan pemerintah-masyarakat dan 

antarkelompok masyarakat kurang 
harmonis.

Dengan kondisi daerah/wilayah yang rawan, 
maka tindakan-tindakan  yang harus dilakukan 
adalah:

a.	 Memastikan Netralitas dan Profesionalitas 
Aparat Kepolisian.

b.	 Memastikan anggota Kepolisian yang 
bertugas memahami persoalan Hate Speech 
dan Diskriminasi SARA, sehingga tidak 
memunculkan potensi kriminalisasi.

c.	 Pemahaman tersebut berguna agar aparat 
mampu memisahkan antara tindakan ujaran 
kebencian dengan kebebasan berekspresi

d.	 Merangkul tokoh masyarakat atau ormas-
ormas agar antisipasi dan penyelesaian 
kasus bisa dilakukan dengan musyawarah 
mufakat..

e.	 Jika menemukan potensi konflik berbasis 
SARA, maka:
•	 Monitoring atau deteksi dini timbulnya 

benih pertikaian;
•	 Pendekatan pada tokoh-tokoh 

kelompok yang bertikai;
•	 Mempertemukan antartokoh kelompok 

dalam sebuah dialog;
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•	 Mencari solusi perdamaian sembari 
mengingatkan dampak negatif konflik 
berbasis SARA, terutama dalam Pemilu.

f.	 Intens memantau media sosial, karena 
potensi provokasi ada dan tersebar di media 
sosial

g.	 Mengintenskan komunikasi dan koordinasi 
dengan penyelenggara Pemilu, terutama 
mengenai potensi pelanggaran hukum 
dalam Pemilu.

h.	 Memastikan tidak ada senjata tajam yang 
dibawa simpatisan salah  satu calon peserta 
Pemilu. 

i.	 Memastikan tidak ada muatan provokatif 
pada alat peraga kampanye. Jika ada, segera 
melakukan pencabutan alat peraga dan 
melaporkan kepada penyelenggara Pemilu.

j.	 Memperkuat pengamanan ditempat-tempat 
pencoblosan dan penghitungan suara.

k.	 Mengantisipasi terjadinya kemungkinan 
terburuk, misalnya pecahnya konflik 
yang berakibat penghancuran tempat 
pencoblosan atau penghitungan suara, 
hingga hilangnya nyawa seseorang.

l.	 Jika terjadi konflik, kepolisian harus 
memastikan keamanan penyelenggara 
pemilu dilokasi pemilihan serta bertindak 
sebagai komando dalam pengendalian 
keamanan disekitar lokasi konflik.
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E. Tindakan Pasca Pemilu: Rekonsiliasi dan 
Rekonsolidasi 

Kondisi Aman

Suatu daerah/wilayah dikatakan aman pasca 
berlangsungnya Pemilu apabila:

•	 Kampanye berbasis politik identitas jarang 
terjadi selama masa kampanye dan Pemilu 
berlangsung. 

•	 Faksi-faksi antar kelompok pendukung 
pasangan calon tidak kuat atau relatif 
tenang.

•	 Tidak terjadi polarisasi masyarakat berdasar 
pilihan politik.

•	 Selama masa kampanye atau pra-Pemilu, 
intensitas konflik atau gesekan antar-
kelompok masyarakat, khususnya  yang 
dilatarbelakangi SARA dan Pemilu tidak 
pernah atau jarang terjadi (kalaupun terjadi, 
dapat diselesaikan dengan damai).

•	 Jarak perolehan suara antar paslon peserta 
Pemilu jauh.

•	 Tidak terjadi persoalan mengenai hasil akhir 
perolehan suara, misalnya tidak terdapat 
gugatan tentang hasil akhir perolehan suara. 

•	 Hubungan dan komunikasi antar-masyarakat 
dan antar masyarakat-penyelenggara Pemilu 
berjalan baik. 
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Dengan kondisi daerah/wilayah yang Aman, 
maka tindakan-tindakan  yang perlu dilakukan 
adalah:

a.	 Menjaga ketertiban dan keharmonisan antar 
kelompok masyarakat.

b.	 Mengingatkan kembali tentang deklarasi 
pemilu aman, damai, dan jujur yang 
dilakukan pada masa pra Pemilu.

c.	 Menginventarisir gesekan antar pendukung 
calon selama kampanye atau gelaran Pemilu 
berlangsung, kemudian dikomunikasikan 
dengan penyelengga Pemilu dan tokoh 
masyarakat untuk penyelesaian. 

Kondisi Rawan

Suatu daerah/wilayah dikatakan rawan 
pasca berlangsungnya Pemilu apabila:

•	 Kampanye berbasis politik identitas marak 
terjadi selama masa kampanye dan Pemilu 
berlangsung. 

•	 Faksi-faksi antar kelompok pendukung 
pasangan calon sangat kuat, sehingga 
provokasi konflik mudah terjadi..

•	 Terjadi polarisasi masyarakat berdasar 
pilihan politik.

•	 Selama masa kampanye atau pra-Pemilu, 
intensitas konflik atau gesekan antar-
kelompok masyarakat, khususnya  yang 
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dilatarbelakangi SARA dan Pemilu terjadi.
•	 Jarak perolehan suara antar paslon peserta 

Pemilu tidak terlalu jauh, sehingga klaim 
terjadi kecurangan dalam Pemilu akan 
terjadi.

•	 Terjadi persoalan mengenai hasil akhir 
perolehan suara, misalnya terdapat gugatan 
tentang hasil akhir perolehan suara. 

•	 Hubungan dan komunikasi antar-
masyarakat dan antar masyarakat-
penyelenggara Pemilu tidak berjalan baik. 

Dengan kondisi daerah/wilayah yang rawan, 
maka tindakan-tindakan  yang perlu dilakukan 
adalah:

a.	 Menyebar aparat keamanan ke titik-titik 
rawan konflik.

b.	 Memastikan netralitas dan profesionalitas 
aparat kepolisian.

c.	 Memastikan aparat kepolisian memahami 
tentang ujaran kebencian dan diskriminasi 
berbasis SARA, agar tidak muncul 
kriminalisasi. Serta aparat mampu 
memisahkan mana yang ujaran kebencian 
dan mana kebebasan berekspresi.

d.	 Meningkatkan patroli keamanan.
e.	 Mengiventarisir persoalan-persoalan 

yang berkaitan dengan Pemilu bersama 
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penyelenggara Pemilu.
f.	 Setelah inventarisir masalah dilakukan, 

kemudian bangun komunikasi dengan 
pihak-pihak yang terlibat, khususnya dengan 
tokoh masyarakat, untuk penyelesaian yang 
partisipatif dan humanis.

g.	 Jika terjadi pelanggaran hukum selama 
proses gelaran Pemilu (dari kampanye 
sampai penghitungan), diserahkan kepada 
pihak yang berwajib dan diproses sesuai 
dengan ketentuan hukum yang berlaku.[]
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BAB. 4
Kemajuan dalam Kebebasan 

Beragama/Berkeyakinan: 

Catatan Penerapan Penanganan Kasus Untuk Pemilu 
yang Aman, Damai, dan Jujur 

A. Catatan Plus-Minus dalam Penanganan 
Permasalahan

Penanganan yang Patut di Contoh 

•	 Kapolda Jateng, Irjen Pol Condro Kirono, 
meminta jajaran kepolisian terdepan, polsek 
dan kantor urusan agama (KUA) harus 
bersinergi untuk menangkal radikalisme 
berbasis agama ditengah masyarakat. 
Kapolda mengatakan, pihaknya terus 
menjalin kerjasama dengan kemenag, dinas, 
termasuk sekarang kepala KUA, karena 
mereka berada pada tingkat terdepan. 
Jajaran KUA bisa langsung melakukan 
bimbingan dan penyuluhan tentang 
keagamaan, termasuk takmir-takmir mesjid 
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agar bersinergi dengan kepolisian tingkat 
bawah, yaitu Polsek. 

	 Kapolda mengimbau, para Kapolsek dan 
Kasat Binmas untuk betul-betul melakukan 
pembinan keagamaan diwilayahnya, 
termasuk dengan para pengurus KUA yang 
membawahi takmir-takmir mesjid. Takmir-
takmir mesjid juga dilakukan pembinaan 
agar dalam menyampaikan dakwahnya 
tidak esklusif, sehingga mendasar kepada 
agama islam dan toleran kepada agama lain. 

	 Selain itu, Kapolda meminta para takmir 
mesjid juga harus bisa menerima hal-
hal yang toleran, sehingga dapat menjaga 
munculnya konflik antaragama itu sendiri, 
sehingga Polsek dan KUA harus bersinergi 
dalam pemahaman agama. Jajaran polsek 
dengan KUA bisa menetralisir jika ada 
konflik internal agama diwilayahnya 
masing-masing. Hal yang paling penting 
jangan sampai konflik itu berubah menjadi 
kekerasan, karena akan masuk melanggar 
hukum.28

•	 Kepolisian resmi membentuk Forum 

28	 Antaranews, 26 Juli 2017. Lihat  https://www.
antaranews.com/berita/642802/kapolda-minta-jajaran-polsek-
kua-bersinergi-tangkal-radikalisme.
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Kemitraan Religi Kamtibmas Polda Metro 
Jaya. Forum ini dibentuk untuk menghadapi 
dinamika yang terjadi di tengah masyarakat 
yang melibatkan seluruh tokoh agama 
wilayah Jakarta. Wakil Direktur Pembinaan 
Masyarakat Polda Metro Jaya, AKBP Anjar 
Gunadi menjelaskan, forum ini bertujuan 
untuk meningkatkan komunikasi antar-
tokoh agama yang selama ini terhambat. 
Dengan adanya forum ini, maka tidak ada 
lagi kendala atau halangan, antar-pemuka 
agama saling berkomunikasi untuk menjaga 
masyarakat hidup tenang. 

	 Dalam acara tersebut, sekitar 267 pemuka 
agama dari seluruh unsur keyakinan hadir. 
Menurut Anjar, selama ini forum antar-
masyarakat beragama selalu mengalami 
kendala dalam berkomunikasi, salah satu 
kendalanya adalah kurang wadah atau mitra 
religi. Ditambahkan Anjar, nanti bukan 
hanya tokoh agama saja bisa berkomunikasi, 
tetapi masyarakat atau umat di bawahnya 
juga bisa ikut berperan.29 

•	 Kepolisian Daerah (Polda) Papua 

29	 Merdeka.com, 30 November 2016. Lihat https://www.
merdeka.com/peristiwa/cegah-konflik-polda-metro-bentuk-
forum-kerukunan-umat-beragama.html.
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memetakan wilayah dan tokoh-tokoh yang 
berpotensi menimbulkan konflik di tengah 
masyarakat jelang Pemilihan Kepala Daerah 
(Pilkada) Papua 2018. Pilkada Papua 2018 
akan diselenggarakan pada 27 Juni di tujuh 
kabupaten atau kota. Selain pemilihan 
gubernur, terdapat tujuh kabupaten yang 
akan menggelar pilkada, yakni Kabupaten 
Paniai, Kabupaten Puncak, Kabupaten 
Deiyai, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten 
Biak Numfor, Kabupaten Mimika, dan 
Kabupaten Membramo Tengah.

	 Disampaikan Kapolda Papua Inspektur 
Jenderal Boy Rafli Amar, pihaknya telah 
mengambil langkah antisipasi dengan 
mengedepankan komunikasi dan dialog 
bersama sejumlah tokoh masyarakat, adat, 
agama, dan partai politik.  Boy meyakini, 
cara itu dapat meminimalisir mobilisasi 
massa dalam setiap tahapan pilkada meski 
pihaknya menegaskan tetap mengambil 
tindakan tegas terhadap mereka yang 
memantik konflik, serta agar tidak ada yang 
mengeksploitasi pengerahan massa yang 
bersifat anarkis.30

30	 CNN Indonesia, 11 Oktober 2017. Lihat https://www.
cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/ 20171010183453-
32-247483/polda-papua-petakan-tokoh-penyulut-konflik-
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Penanganan yang Butuh Perbaikan

•	 Komisi Nasional (Komnas) HAM 
menemukan kelalaian aparat kepolisian 
dalam peristiwa perusakan dan pembakaran 
rumah ibadah di Tanjung Balai, Sumatera 
Utara pada 29 Juli 2016 lalu. Kasus 
ini menjadi sangat ramai dibicarakan 
masyarakat lantaran diwarnai konflik etnis 
dan agama. Tim Komnas HAM menemui 
berbagai pihak termasuk Pengurus Vihara/
Klenteng di Tanjung Balai dan Pengurus 
DKM Mesjid Al-Makshum. Mereka juga 
menemui Meliana, warga yang disebut-sebut 
sebagai pemicu kerusuhan.

	 Selain itu,  petugas kepolisian yang ada 
pada saat itu   dinilai lamban mendatangi 
lokasi  peristiwa konflik yang terjadi pada 
saat itu. Menurut Ketua Tim Pemantauan 
dan Penyelidikan Peristiwa Tanjung Balai, 
Natalius Pigai, aparat dinilai lamban 
mengan-tisipasi amuk massa sehingga 
sebabkan pengerusakan dan pembakaran 15 
bangunan rumah ibadah. Kehadiran aparat 
itu sendiri tiba ke lokasi setelah satu hingga 
dua jam peristiwa itu terjadi.31

pilkada-papua-2018  
31 Suara.com, 11 Agustus 2016. Lihat https://www.suara.
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•	 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
kembali menginstruksikan Polri agar 
bertindak cepat, tegas, dan tepat dalam 
mengatasi aksi-aksi kekerasan, termasuk 
konflik horizontal. Polri diminta tidak 
lambat dan tidak tuntas. 

	 “Jangan pula ada kesan Polri melakukan 
pembiaran. Yang penting hindari dan 
cegah jatuhnya korban jiwa dari pihak 
mana pun. Ciptakanlah kondisi kehidupan 
yang membawa ketenteraman bagi 
masyarakat luas, termasuk ketentaraman 
dan ketenangan bagi umat beragama untuk 
menjalankan ibadahnya masing-masing,” 
kata Presiden ketika menyampaikan Pidato 
Kenegaraan pada HUT ke-67 Proklamasi 
Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama 
DPR RI dan DPD RI di Gedung Kompleks 
Parlemen, Jakarta, Kamis (16/8/2012). 

	 Kepala Negara juga meminta para kepala 
daerah, mulai dari tingkat bupati atau 
wali kota dengan jajarannya, dan juga 
jajaran kepolisian dan komando teritorial 
TNI, tokoh masyarakat dan agama, untuk 
bersama-sama menjaga kerukunan dan 

com/news/2016/08/11/141727/komnas-ham-kritik-aparat-
lamban-di-kerusuhan-tanjungbalai.
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ketenteraman kehidupan bermasyarakat. 
Saat ini, Presiden menilai, benturan sosial 
menjadi persoalan serius di Indonesia. 
Kepala Negara meminta masyarakat untuk 
menghindarkan diri dari kekerasan sosial, 
baik yang dipicu oleh sengketa lahan, ekses 
pilkada, maupun perbedaan pandangan dan 
keyakinan. Negeri kita justru harus menjadi 
etalase dari harmoni dan toleransi, bukan 
konflik dan kekerasan horizontal,” kata 
Presiden.32

•	 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta 
agar Komnas HAM melakukan pengusutan 
dan investigasi kasus bentrok antarwarga di 
Lampung Selatan. DPD berharap, Komnas 
HAM menemukan kelalaian dan pembiaran 
dari aparat setempat hingga bentrokan meluas. 
 
“Ada ratusan, bahkan ribuan aparat 
keamanan dari Polri maupun TNI di 
Lampung sana. Namun kok seolah dibiarkan 
saja sehingga bentrok itu berlangsung dan 
terjadi secara terbuka antar warga saling 
serang,” ujar Wakil Ketua DPD La Ode Ida 
dalam Raker DPD di Denpasar, Bali, Jumat 

32 Kompas.com, 16 Agustus 2012. Lihat  https://nasional.
kompas.com/read/2012/08/16/12002787/Presiden.Polri.Jangan.
Lakukan.Pembiaran.Konflik.   
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(1/11/2012).

	 Senator dari Sulawesi ini menambahkan, 
ketidakberdayaan aparat dalam 
mengamankan konflik antar warga patut 
disayangkan. Sebab masalah ini adalah 
tugas inti dari keberadaan aparat tersebut. 
Selain itu, koordinasi antara aparat 
keamanan dengan kepala daerah setempat 
juga lemah sehingga proses penanganan 
lambat dan bentrok terlanjur meletus hingga 
merenggut korban jiwa. La Ode menduga, 
seolah-olah tak ada langkah-langkah 
antisipatif ataupun penanggulangan cepat 
yang bersifat mengamankan dari aparat. 
 
“Ini menurut kami sangat perlu diinvestigasi. 
Sebab masalah bangsa sejatinya ada 
di lapangan, meskipun pengambilan 
kebijakan biasanya dilakukan di Jakarta,” 
ungkapnya.33

•	 Ratusan orang tiba-tiba menjadi tunawisma 
dan enam orang anak menjadi yatim setelah 
kampung mereka di komunitas Syiah di 
dusun Nangkernang di Sampang, Timur 

33	  Sindonews, 2 November 2012, Lihat https://nasional.
sindonews.com/read/684950/14/dpd-minta-komnas-ham-cari-
kelalaian-aparat-1351848218  



65

PENANGANAN POLITISASI DAN DISKRIMINASI BERBASIS SARA 

kembali diserang ratusan orang pada 26 
Agustus silam. Satu orang sesepuh warga 
bernama Hamamah alias Muhammad 
Khosim meninggal dunia saat berusaha 
menghalau para penyerang dan puluhan 
orang lainnya terluka.

	 Massa juga merusak dan membakar rumah-
rumah warga. Ini adalah serangan kedua 
terhadap para pengikut Syiah di Sampang 
dalam waktu satu tahun setelah rumah dan 
pesantren mereka dibakar Desember 2011 
lalu. Sedangkan pemimpin mereka, Tajul 
Muluk, mendekam di penjara karena divonis 
bersalah melakukan penodaan agama. Syiah 
di Sampang bukan satu-satunya komunitas 
yang mendapat tekanan. Pengikut Syiah di 
Pekalongan, Bangil dan Bondowoso pun 
pernah mendapat intimidasi mulai dari 
ancaman hingga pelemparan batu.34

•	 Pada Pada 6 Februari 2011, sekitar 1.500 
orang menyerang 21 muslim Ahmadiyah di 
Cikeusik, provinsi Banten. Tiga orang tewas 
mengenaskan dalam peristiwa itu. Rekaman 
penyerangan yang kemudian diunggah di 

34	  BBC Indonesia,   13 September 2012. Lihat http://
www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/09/120913_
syiahminority 
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situs berbagi video Youtube menunjukkan 
massa menganiaya para korban sedangkan 
sekitar 30 polisi yang berada di lokasi tidak 
berdaya.

	 Insiden itu adalah puncak dari serangkaian 
perlakuan intimidatif terhadap pengikut 
Ahmadiyah. Departemen Luar Negeri 
Amerika Serikat menyorot kondisi 
kelompok Ahmadiyah dan keberadaan 
pasal penistaan agama di Indonesia dalam 
laporan tahunan tentang kebebasan 
beragama di dunia 2011. 

	 “Penganut Ahmadiyah yang melanggar 
larangan pemerintah untuk berdakwah 
dapat dipenjara karena penistaan 
agama; lebih dari 26 pemerintah daerah 
memberlakukan larangan terhadap 
kelompok ini dan pemerintah gagal 
menghentikan pembunuhan terhadap tiga 
penganut Ahmadiyah serta pemukulan 
terhadap lima orang lainnya di Cikeusik, 
provinsi Banten oleh 1.500 orang,” kata 
laporan itu.35

B. 	 Perang Terhadap Hate Speech dan Diskriminasi 
SARA di Negara Lain

35	 Ibid.
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Amerika Serikat

Pemerintah AS mencari cara untuk 
menangani permasalahan hate speech di AS, 
salah satunya dengan upaya pembentukan 
hukum atau undang-undang. Menurut Ronna 
Greff Schneider, terdapat beberapa cara yang 
digunakan pemerintah untuk mengurangi hate 
speech, yaitu dengan membentuk beberapa 
statuta yang di dalamnya mencakup:36

1. Melarang gangguan yang di desain 
untuk mengintimidasi, memaksa, atau 
mempermalukan korban

2. 	 Intimidasi etnis atau ras termasuk hukuman 
tambahan statuta yang meningkatkan 
hukuman bagi para perilaku kriminal 
independen yang sematamata dimotivasi 
oleh kebencian tertentu terhadap kelompok 
yang dilindungi.

3. 	 Tindakan yang dianggap sebagai aksi 
kebencian atau dendam seperti menggambar 
swastika atau pembakaran simbol agama 

36	 Ronna Greff Schneider, Hate speech in the United 
States:Recent Legal Development , dalam Kevin Boyle, Frances 
D’Souza, 1992, Striking a Balance Hate Speech, Freedom of 
Expression and Non-Discrimination, Article 19: London, hlm 273. 
Seperti dikutip Imparsial, Penebaran Kebencian: Studi Pengaturan 
Penebaran Kebencian di Indonesia, Jakarta: Imparsial, 2015. Hlm. 
84.
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seperti salib, hal tersebut dianggap sebagao 
tindakan yang dilarang.

4. 	 International masking sebuah identitas 
tertentu dilarang dalam statuta.

5. 	 Hal-hal yang mengganggu kedamaian yang 
termasuk atau tidak termasuk di dalamnya 
karakterisasi hate speech sebagai (dianggap) 
kata-kata yang menimbulkan perkelahian 
(“fighting” words) dilarang berdasarkan 
statuta atau dalam common law.

6. Fighting words yang menimbulkan hate 
speech baik terpisah dan berjauhan dari 
pelanggaran perdamaian.

7. 	 Aksi sipil ditujukan pencemaran nama baik.
8. 	 Hate speech yang dilakukan dengan 

beberapa tipe seperti perbuatan salah yang 
melukai selain pencemaran nama baik 
seperti tekanan emosional yang membuat 
penderitaan atau serangan yang disengaja.

9. Tindakan untuk grup yang melakukan 
pencemaran nama baik.

10.	 Lingkungan seperti tempat kerja atau 
universitas dilarang untuk digunakan 
sebagai sarana hate speech.

11. Menggunakan lisensi atau pengumpulan 
menggunakan hate speech.
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Uni Eropa

Pada 2008, Council of Europe meluncurkan 
Manual on Hate Speech yang merupakan 
konsep dan petunjuk bagi pembuat kebijakan 
dari seluruh kriteria yang mengikuti Europian 
Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedom (ECHR). Dalam Manual 
on Hate Speech dijelaskan bahwa hate speech 
adalah segala bentuk ekspresi yang mencakup 
penyebaran, hasutan, promosi atau justifikasi 
dari kebian rasial, xenophobia, anti-Semit atau 
segala bentuk kebencian yang berdasarkan 
tidak adnya toleransi termasuk: ekspresi oleh 
kebangsaan yang agresif dan ethnosentrisme, 
diskriminasi dan kebencian terhadap minoritas, 
migrant dan beberapa immigrant origin.37  

Council of Europe melakukan beberapa 
cara untuk mencegah dan melawan hate speech 
yaitu dengan hukum untuk mempersiapkan 
laporan mengenai hukum nasional dalam 
Eropa atas hujatan, penghinaan atau hasutan 
untuk kebencian agama. Selain itu, European 
Commision against Racism and Tolerance 
(ECRI) merekomendasikan kriminalisasi 
ekspresi yang dianggap sebagai perkataan rasis, 
dimana dengan intensional dan secara publik 

37	 Ibid, Hlm. 89.
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menghasut yang mengarah pada kejahata, 
kebencian atau diskriminasi atau ras, warna 
kulit, bahasa, agama, kebasaan atau suku asli. 
Pada 2003, Council of Europe membicarakan isu 
terkait hate speech pada kejahatan cyber terkait 
pada penuntutan atas aksi rasis dan xenophobic 
melalui komputer sistem dalam konvensi 
protokol pada kejahatan cyber.

Jerman

Jerman telah menerapkan penegakan 
hukum di media jejaring sosial pada tanggal 
1 Januari 2018 dengan undang-undang yang 
dikenal sebagai NetzDG (Network Enforcement 
Law). Pemberlakuan legislasi yang khusus 
berkaitan dengan penanganan konten negatif 
berupa ujaran kebencian atau hate speech 
itu salah satunya mengatur agar perusahaan 
layanan/platform media sosial wajib menghapus 
konten negatif dalam waktu 24 jam. Bahkan ada 
ancaman denda bagi perusahaan media sosial 
yang kedapatan membiarkan ujaran kebencian 
tersebar.38

38	 Siaran Pers No. 87/HM/KOMINFO/04/2018 tanggal 11 
April 2018 tentang Studi Ke Malaysia Dan Jerman, Tim Kominfo 
Pelajari Aturan Hoaks Dan Ujaran Kebencian. Lihat https://
kominfo.go.id/index.php/content/detail/12873/siaran-pers-no-
87hmkominfo042018-tentang-studi-ke-malaysia-dan-jerman-
tim-kominfo-kaji-aturan-hoaks-dan-ujaran-kebencian/0/
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Britania Raya

Sama halnya dengan di beberapa negara di 
Eropa lainnya, hukuman yang terkait dengan 
kebencian sulit untuk dibuktikan. Menurut Divisi 
spesial casework dari Penuntut Kerajaan sejak 
1986 hingga 1990 hanya terdapat 18 penuntutan 
terkait kebencian ras di Inggis dan Wales. Komisi 
Keadilan rasial menerima aduan sebanyak 
494 material dadirekomendasikan penuntutan 
sebanyak 55 kasus.39 Dari 18 kasus yang terjadi di 
Inggris dan Wales, 16 dikenakan hukuman.

Pada 1988, tercatat dua orang yang 
menyebarkan perkataan rasis. Orang ertama 
yaitu orator soapbox yang menyebarkan 
perkataan atau pidato dan literatur rasis. 
Orator soapbox tersebut diberhentikan karena 
menyebarkan kalimat rasis. Kedua yaitu 
seseorang yang menempelkan stiker Nazi di 
tiang-tiang lampu sehingga dikenakan denda 
£100. Pada 1991, seorang perempuan berumur 
80 tahun bernama Lady Birdwood didakwa 
karena mengganggu dengan ancaman, ejekan 
atau penghinaan yang menimbulkan kebencian 
rasial. Birdwood dianggap melakukan publikasi 
anti-Semit termasuk selebaran “hasutan darah”. 

siaran_pers
39	  Op Cit, Imparsial, Hlm. 105.
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Namun Birdwood hanya dihukum 6 bulan 
percobaan kelakuan baik. Pada tahun yang 
sama, Franch Walsh, 66 tahun, didakwa karena 
kepemilikan plakar berisi slogan anti-Semit 
dan mencoba menjual plakar tersebut. Walsh 
dihukum dengan denda hingga £100.40

Dalam bidang olahraga sering ditemukan 
perkataan kebencian terkait ras karena kekesalan 
yang dikeluarkan oleh pemain atau pendukung. 
Peraturan sepakbola yaitu Football Act 1991 
pasal 3 menyatakan bahwa perkataan rasis 
yang mengandung ancaman, pelecahan atau 
penghinaan terhadap seseorang karena warna 
kulit, ras dan kebangsaan atau etnis dikenakan 
denda hingga £400.

Belanda

Di Belanda terdapat beberapa kasus hasutan 
kebencian Dan diskriminasi. Pada tahun 1996, 
Hans Janmaat seorang politisi sayap kiri dituduh 
melakukan hasutan kebencian dan diskriminasi 
ras dengan mengatakan “secepatnya kita akan 
memiliki kesempatan dan kekuasaan, kita 
akan menyingkirikan masyarakat multikutur.” 
Namun, Janmaat dinyatakan tidak bersalah oleh 
pangadilan karena masyarakat multikultural 

40	  Ibid.
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tidak dapat dinterpretasikan sebagai sebuah 
kelompok tertentu ataupun masuk dalam 
kelompok minoritas.41

Kanada

KUHP Kanada mengatur tindakan 
menghasut kebencian sebagai sebuah 
pelanggaran yang dapat dituntut ke pengadilan 
dengan sanksi penjara maksimum 2 tahun.42

Norwegia

KUHP Norwegia melarang ujaran 
kebencian didefinisikan sebagai pernyataan 
publik yang mengancam atau mencemooh 
seseorang atau menghasut kebencian, persekusi, 
atau merendahkan seseorang berdasarkan warna 
kulit, etnis, orientasi seksual, agama, atau filosofi 
hidup.43

41	 Rutger Kaput, The Wilders Case: A Polition on 
Trial, http://www old.sant.ox.ac. uk/esc/docs/Dahrendorf_R.
Kaputessay.pdf, dalam Imparsial.

42	 Laporan Resmi International Foundation for Electoral 
System (IFES) yang berjudul “Melawan Ujaran Kebencian Dalam 
Pemilu”, Januari 2018, dalam Eko Sulistyo, Politik Elektoral Tanpa 
Ujaran Kebencian, Koran Sindo, 8 Maret 2018. Lihat https://
nasional.sindonews.com/read/1287811/18/politik-elektoral-
tanpa-ujaran-kebencian-1520451261. Serta lihat juga http://ksp.
go.id/politik-elektoral-tanpa-ujaran-kebencian/index.html.

43	 Ibid.
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Republik Ceko

Di Republik Ceko, negara melarang ujaran 
kebencian dengan sanksi penjara maksimal dua 
tahun bagi setiap orang yang melakukan hasutan 
kebencian berbasis ras, etnis, agama, kelas, atau 
kelompok manapun. Namun, dalam kasus politik 
elektoral yang melibatkan partai politik tidak 
cukup hanya mendasarkan hukum normatif. 
Karena perlu ada panduan harus dipatuhi partai 
politik yang menjadi pelaku pemilu.44

Kenya

Pemerintah mengeluarkan panduan 
perilaku untuk partai politik dengan melarang 
penggunaan kekerasan, mencegah digunakannya 
kebencian, penghasutan etnis, dan fitnah.45

India

Di India, Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
mereka mengeluarkan Pedoman Perilaku 
yang menyatakan bahwa partai politik atau 
kandidat tidak diperbolehkan melakukan kegiatan 
memperburuk perbedaan serta menciptakan 
kebencian atau ketegangan antar-kasta dan agama.46

44	 Ibid.
45	 Ibid.
46	 Ibid.
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Panduan dan hukum akan berwibawa 
jika mampu menyeret politisi yang dianggap 
menganjurkan ujaran kebencian ke pengadilan. 
Namun, pemberian sanksi hukum pada politisi 
bukan perkara mudah. Karena akses dan 
pengaruh politik mereka dalam lembaga negara, 
hukum, sistem peradilan, dan pembangunan 
opini melalui media. Keberhasilan sebagian 
pendukung Trump menggunakan ujaran 
kebencian untuk memenangkan pemilihan 
presiden di Amerika Serikat menunjukkan 
bahwa menjerat politisi bukanlah soal mudah.47

Di beberapa negara sanksi hukum 
diberlakukan   pada elite politik yang 
menggunakan ujaran kebencian. Di Belgia, 
anggota parlemen dari partai sayap kanan Front 
Nasional Belgia diadili karena mendistribusikan 
selebaran anti-muslim dan anti-imigran. Di 
Turki pada 2006, Perdana Menteri juga diajukan 
ke pengadilan karena dituduh dalam pidatonya 
melakukan penghasutan kebencian dan 
intoleransi agama. Namun, putusan pengadilan 
membebaskan dari semua tuduhan dengan 
alasan kebebasan berpendapat diperlukan dalam 

47	 Eko Sulistyo, Politik Elektoral Tanpa Ujaran Kebencian, 
Koran Sindo, 8 Maret 2018. Lihat https://nasional.sindonews.
com/read/1287811/18/polit ik-elektoral-tanpa-ujaran-
kebencian-1520451261.
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masyarakat demokratis. Di India, siapa pun yang 
pernah divonis dengan pasal ujaran kebencian 
kehilangan hak untuk ikut dalam kompetisi 
elektoral. KPU India mendapatkan dukungan 
dari Mahkamah Agung agar pemerintah 
mengambil tindakan untuk mengekang ujaran 
kebencian.48[]

48	 Ibid.
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BAB 5
Penutup

Pagelaran politik elektoral dalam beberapa 
waktu terakhir memberikan pelajaran penting 
mengenai kebutuhan penanganan politisasi 

dan diskriminasi berbasis SARA. Pilkada DKI 2017 
dan Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pembiaran 
politisasi dan diskriminasi dapat menciptakan 
ketegangan yang mengancam kohesi sosial. Spiral 
kekerasan turut hadir di tengah kondisi sosial tersebut 
sehingga menyebabkan jatuhnya korban terutama 
dari kalangan masyarakat sipil.

Pola tersebut berulang pada pagelaran politik 
elektoral yang diselenggarakan secara periodik. 
Masyarakat Indonesia akan menghadapi kerentanan 
pada setiap pagelaran tersebut, termasuk agenda 
pemilihan pemimpin ke depan. Terlebih, Indonesia 
akan memiliki hajat Pilkada serentak pada 2020. 
Kerentanan terhadap politisasi dan diskriminasi 
berbasis SARA perlu disikapi secara tegas oleh 
negara agar masyarakat dapat menyambut pagelaran 
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politik elektoral dengan rasa aman. Oleh karena 
itu, Kepolisian sebagai organ negara yang memiliki 
mandat menjaga keamanan dapat mempersiapkan 
diri menciptakan pemilihan yang aman.

Panduan ini memberikan abstraksi 
permasalahan sekaligus langkah praktis yang dapat 
digunakan oleh aparat kepolisian di setiap lapisan 
hingga aparat yang berinteraksi langsung dengan 
masyarakat. Aparat kepolisian dibekali dengan 
pemahaman mengenai ujaran kebencian dan 
diskriminasi berbasis SARA. Selain itu, pencegahan 
dan penanganan politisasi dan diskriminasi berbasis 
SARA pada Pemilu dibuat sebagai rujukan praktik 
yang dapat diadopsi oleh aparat kepolisian. Pada 
bagian pamungkas, panduan ini juga menunjukkan 
sejumlah catatan penerapan pemolisian yang 
bertujuan mewujudkan Pemilu aman, damai, dan 
jujur di Indonesia maupun di dunia.

Penyusunan materi di dalam panduan ini 
merupakan sebuah upaya untuk mendorong 
pemajuan kebebasan beragama/berkeyakinan dalam 
setiap momentum di masyarakat, terutama gelaran 
pemilihan umum. Masyarakat sipil dapat mengajukan 
perspektif mengenai pemolisian yang nir-kekerasan 
dan berkeadilan untuk memutus rantai politisasi 
dan diskriminasi berbasis SARA sebagai langkah 
kolaboratif konstruktif dengan Kepolisian yang 
memiliki mandat menjaga keamanan di masyarakat.[]
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